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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dan 

selalu menjadi tolok ukur bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kontrol masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah bertujuan agar pemerintah tanggap terhadap keluhan masyarakat 

sehingga secara terus-menerus dan sistematis selalu memperbaiki dan meningkatkan pelayanan 

untuk menciptakan kondisi pelayanan yang memberikan kepuasan kepada  masyarakat. 

Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya 

kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel 

dan responsif. 

 

Pelayanan publik di daerah masih menjadi isu kebijakan yang semakin strategi karena 

perbaikan pelayanan publik di daerah cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implikasinya 

sangat luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Masih banyaknya masalah 

yang terkait dengan pelayanan publik di daerah pasca pelaksanaan otonomi daerah. 

Penyederhanaan proses pelayanan publik merupakan suatu keharusan dalam rangka menjawab 

tuntutan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin maju dan 

berkembang. Proses penyederhanaan pada awalnya dimulai dari pihak pemerintah untuk 

melakukan pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud yaitu dengan menciptakan 

“enterpreneur minded” dalam organisasi dan menciptakan organisasi pemerintah yang memiliki 

sistem pembaharuan diri. Melihat kenyataan di masyarakat yang menuntut adanya perbaikan 

dalam pelayanan publik, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk membentuk unit pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di daerah diharapakan dapat 

menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang terbuka, efisien, 

ketepatan waktu dan merata dalam pelayanan. 

 

Paradigma good governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah 

dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. 

Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen  

pemerintahan  menjadi  lebih  terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus 

dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Standar kinerja ini 

sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. 

Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) atau sering juga diistilahkan dengan sebutan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
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atau Standar Operasional Pelayanan (SOP). SOP dianggap sebagai tindakan yang logis bagi 

pemerintah daerah karena beberapa alasan. Pertama, didasarkan kemampuan daerahnya masing-

masing, dibentuklah kantor-kantor pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

kewenangan dan fungsi pelayanan. Keterbatasan dana, sumberdaya aparatur, kelengkapan, dan 

faktor lainnya membuat pemerintah daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan 

yang minimal harus disediakan bagi masyarakat. Kedua, dengan adanya SOP memungkinkan 

untuk melakukan kegiatannya secara “lebih terukur” sebagai bagian dari prestasi dan prestise 

pemerintah daerah. Ketiga, dengan SOP yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis 

dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat pelayanan, sebagai 

salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perumusan SOP menjadi 

relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi 

pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan 

sebagai langkah-langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang 

dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja 

dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah proses 

standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, aliran 

data, dan aliran kerja. 

 

Berdasarkan pada prinsip SOP di atas, penyusunan SOP didasarkan pada tipe satuan kerja, 

aliran aktivitas, dan aliran dokumen. Kinerja SOP diproyeksikan dalam bentuk durasi waktu, 

baik dalam satuan jam, hari, atau minggu, dan bentuk hirarkhi struktur organisasi yang berlaku. 

Proses penyusunan SOP dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, tupoksi, dan uraian  

tugas dari unit kerja yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu instansi pelayanan publik yang dibentuk 

dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan 

satu pintu. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan SOP ini dalam rangka memberi kepastian pelayanan 

dan kemudahan bagi masyarakat tersebut, maka DPMPTSP Prov. Kaltim perlu menetapkan SOP 

untuk setiap, kegiatan pada bagian dan bidang terkhususnya jenis pelayanan perizinan dan 

nonperizinan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Dengan demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Kalimantan Timur memandang perlu dilaksanakannya kegiatan “Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Timur”. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat memberikan arahan dan 

panduan yang komprehensif terhadap prosedur semua kegiatan yang terdapat pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, sehingga 
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aktivitas rutin dan dalam pelayanan penanaman modal dapat berjalan secara optimal dalam 

rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan iklim investasi yang lebih 

kondusif. 

 

1.2 DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Maka disusunlah 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah DPMPTSP  Provinsi Kalimantan Timur 

adalah “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang 

Perizinan dan Penanaman Modal“  dengan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan bidang perizinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana 

strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 

2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan di bidang 

perijinan dan penanaman modal; 

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang 

pengembangan penanaman modal; 

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan 

kerjasama penanaman modal; 

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian 

dan pengawasan penanaman modal; 

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian 

dan pengawasan penanaman modal; 

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

8. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam 

pengelolaan administrasi publik dewasa ini.  Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat 

kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan 

dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi.  

Selain itu pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan dianggap tidak sesuai lagi bagi tatanan 

masyarakat yang telah berubah, dimana di masa lalu negara ataupun pemerintah sangat 

dominan, menjadikan masyarakat menjadi pihak yang sangat diabaikan dalam setiap proses 

pembangunan.  

Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh 

pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya 



Sistem Operasional Prosedur [SOP-2021] DPMPTSP | 4  

 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif 

menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima 

bagi masyarakat. 

Salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan 

publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan 

kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik dengan membuat Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Oleh sebab itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan 

efektif menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar dapat menyajikan pelayanan publik 

yang prima bagi masyarakat.  

Dasar hukum yang melandasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP):  

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom 

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4595); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 
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8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi 

Pemerintahan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi 

Dan Tata Kerja Untuk Pelayanan Terpadu Dan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional 

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lebaran Daeraah Tahun 2008 Nomor 

05). 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah 

14. Perka BKPM No. 6 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pelaksanaan, Pembinaan & Pelaporan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. 

15. Perka BKPM No. 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

16. Perka BKPM No. 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal 

di Bidang Penanaman Modal Provinsi & Kabupaten/Kota. 

17. Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal. 

18. Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non 

perizinan Penanaman Modal. 

19. Perka BKPM No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Perka BKPM No. 5 Tahun 

2013 Tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. 

20. Pergub Kaltim No. 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
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1.3 MAKSUD 

Maksud dari Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur adalah 

menyiapkan dan merumuskan SOP semua kegiatan dan aktivitas rutin dalam pelayanan 

perizinan. 

 

1.4 TUJUAN 

Adapun tujuan dari Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah 

sebagai berikut: 

1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pelayanan perizinan dan 

nonperizinan kepada penanam modal. 

2 Memberikan kepastian dan keseragaman proses pelaksanaan suatu tugas dalam 

memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal; 

3 Menunjang kelancaran proses pelaksanaan tugas dan kemudahan dalam pengendalian; 

4 Mempertegas tanggung jawab pelaksanaan tugas bagi aparatur; 

5 Memberikan kejelasan dan transparansi dalam mekanisme pelayanan penanaman modal 

di daerah 

6 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur selaku 

penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu. 

 

1.5 MANFAAT 

1. Adanya kemudahan, kejelasan, Kelengkapan prosedur dan informasi akan pelayanan 

yang diberikan. 

2. Adanya kejelasan dan kepastian petugas serta kedisiplinan, tanggung jawab dan 

kemampuan /kompetensi petugas saat melayani. 

3. Adanya kepastian serta kejelasan waktu dan biaya, keadilan, ketepatan dan kecepatan 

waktu proses pelayanan dan penyelesaian perizinan. 

4. Adanya kenyamanan dan keamanan pelayanan serta Keramahan dan Kesopanan Petugas. 

5. Prinsip pelayanan prima (mudah, cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel) dengan 

motto "CERDAS MELAYANI” (Cepat, Empati, Ramah, aDil dan pASti). 
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BAB III 

 

P E N U T U P 

 

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 disusun atas dasar 

amanat Permenpan & RB No.35 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 

5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

 Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

“Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Dibidang Perizinan 

dan Penanaman Modal”, Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 

memiliki tanggungjawab untuk dapat meningkatkan perekonomian dalam mensejahterakan 

masyarakat dengan cara melakukan pelayanan-pelayanan yang cepat dan tepat salah satu 

usahanya adalah kinerja dapat terukur melalui prosedur-prosedur yang jelas.  

Demikian Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 disusun 

ini disusun dengan dibarengi keteguhan tekad untuk melaksanakannya semoga Tuhan Yang 

Maha Esa memberi kekuatan dan kebijaksanaan agar melalui karya, kerja dan karsa, kita bisa 

membangun Kaltim untuk semua.  

 

 


